
PEMBENTUKAN DESA DAHIANGO KECAMATAN MAWASANGKA

Menimbang   :  a.  bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan pelayanan 
pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu diadakan 
Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka ;                                                   

                b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu  
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan 
Mawasangka ;                                    

                                                                     
Mengingat    :  1.  Undang 

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1959  
Nomor  74, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indo

2. Undang 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Indonesia Nomor  3851);              

3. Undang 
Perundang 
Nomor 53, Tambaha

4. Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437 ) ;

5. Undang 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4438) ;                            

6. Peraturan  Pemerint
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988  
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun  2000 tentang Kewena
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952);                     

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Um
Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);                                            

9. Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 1999 tentang Tehnik 
Penyusunan Peraturan Perundang
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );                                         

BUPATI  BUTON 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR   22     TAHUN  2005
 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DESA DAHIANGO KECAMATAN MAWASANGKA
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI BUTON,                                                                  

bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan pelayanan 
pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu diadakan 
Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka ;                                                   

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu  
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan 
Mawasangka ;                                     

                                        

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan  Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1959  
Nomor  74, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indo
Undang - Undang    Nomor   28   Tahun   1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3851);               
Undang - Undang  Nomor   10  Tahun   2004  tentang  Pembentukan  Peraturan 
Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004    
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );              
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437 ) ;
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4438) ;                            

Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  1988  tentang Koordinasi Kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988  
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun  2000 tentang Kewena
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952);                      

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Um
Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);                                            

Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 1999 tentang Tehnik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );                                         

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR   22     TAHUN  2005 

PEMBENTUKAN DESA DAHIANGO KECAMATAN MAWASANGKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON,                                                                  

bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan pelayanan 
pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu diadakan 
Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka ;                                                   

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu  
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan 

Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan  Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1959  
Nomor  74, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 1822);                                                                    

Undang    Nomor   28   Tahun   1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Undang  Nomor   10  Tahun   2004  tentang  Pembentukan  Peraturan 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004    

n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );              
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437 ) ; 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4438) ;                            

ah  Nomor  6  Tahun  1988  tentang Koordinasi Kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988  
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 Tahun  2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum  Pengaturan 
Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);                                            

Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 1999 tentang Tehnik 
undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );                                          

BUPATI BUTON,                                                                   

bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan pelayanan 
pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu diadakan 
Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka ;                                                              

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu  
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan 

daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1959  

nesia Nomor 1822);                                                                    
Undang    Nomor   28   Tahun   1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Undang  Nomor   10  Tahun   2004  tentang  Pembentukan  Peraturan 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004    

n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );               
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4438) ;                            

ah  Nomor  6  Tahun  1988  tentang Koordinasi Kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988  

ngan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

um  Pengaturan 
Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);                                            

Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 1999 tentang Tehnik 
Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran 
 


